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BAB |

PENDAHULUAN

seluas-luasnya

I semua urusan

dengan selalu mempe da pirasi yang tumbuh dalam

LI
g
masyarakat. Dalam rangka penye pemerintahan daerah, pemerintahan
daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi
dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam

system Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 dan tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bangsa Indonesia telah memulai
proses perubahan mendasar dalam.. kehidupan ketatanegaraan yang akan
mempengaruhi segala dimensi kehidupan bangsa, baik.dimensi politik, ekonomi,
sosial maupun budaya. Salah satunya adalah mengenai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka
organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah harus disusun kembali disesuaikan
dengan urus-an dan kewenangan yang diserahkan oleh pusat maupun yang
diterima oleh Daerah. Penyerahan ,urusan dan.kewenangan tersebut oleh pusat
telah disertai dengan personil, perlengkapan dan pembiayaannya sehingga
mengakibatkan aparat Pemerintah Daerah akan meningkat jumlahnya.

Dengan adanya penyerahan urusan dan_kewenangan dari Pemerintahan
Pusat ke Daerah, khususnya penyerahan urusan kepegawaian ke daerah sehingga
terjadi penambahan atau pengalihan aparatur secara besar-besaran ke tubuh
pemerintahan daerah sehingga membawa akibat terhadap pengembangan aparatur
mulai dari masuknya sampai pensiun. Di lingkungan Pemerintah Daerah, peranan
pegawai baik secara individu maupun kelompok adalah sangat penting dan
menentukan. Pegawai sebagai aset sumber daya manusia dan unsur utama dalam
organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan

organisasi.



Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah
kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD«Selanjutnya di katakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari
kepala daerah dan perangkat daerah. Sementara itu Perangkat Daerah terdiri
dari Sekretaris: Daerah. Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas, - Kepala Badan,
Camat serta Lurah beserta jajarannya.

Salah satu kabupaten hasil pemekaran yang ada di Provinsi Riau adalah
Kabupaten Rokan Hulu. Berikut jumlah Kecamatan beserta jumlah penduduk
yang ada di Kabupaten Rokan Hulu :

Tabel 1.1 : Jumlah Kecamatan Beserta Jumlah Penduduk di-Kabupaten Rokan

Hulu
No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Total
(jiwa)
Laki-Laki 1| Perempuan
1 Ujung Batu 26.226 24.859 51.085
2 Rokan 1V Koto 13.551 12.823 26.374
3 Rambah 27.499 26.241 53.740
4 Tambusali 36.526 3.4791 71.317
5 Kepenuhan 13.616 12.945 26.561
6 Kuntodarussalam 27.290 24.389 51.679
7 Rambah Samo 17.398 16.106 33.504
8 Rambah Hilir 22.440 2.1305 43.745
9 Tambusai Utara 45.476 42.616 88.092
10 Bangun Purba 10.073 9471 19.544
11 Tandun 17.779 16.674 34,453
12 Kabun 15.462 14.463 29.925
13 Bonai Darussalam 13.948 12.506 26.454
14 Pagaran Tapah 9.394 8.816 18.210
Darussalam

15 Kepenuhan Hulu 11.017 10.298 21.315
16 Pendalian IV Koto 7.410 6.702 14.112

Jumlah 315.105 295.005 610.110

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2016



Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu maka
Bupati mengeluarkan keputusan untuk membentuk rumah sakit sebagai salah satu
organisasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan
Keputusan BupatirRokan Hulu.No. 061 tahun 2004 maka dibentuklah RSUD
Rokan Hulu sebagai Rumah Sakit tipe C. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Rokan Hulu merupakan salah satu rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang ada
di Kabupaten Rokan Hulu, adapun tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Rokan Hulu adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit dan dapat ditugaskan untuk
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah
kepada Bupati.Rokan Hulu selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Rumah Sakit merupakan sebuah lembaga yang melakukan kegiatan multi
kompleks. Maksudnya, bukan hanya sekedar mengobati penyakit saja, akan tetapi
menangani masalah SDM yang memberikan pelayanan perawatan dan
pengobatan, laporan administrasi dan keuangan, masalah operasional rumah sakit,
serta masalah pendidikan.

Mengingat peranan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu
yang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, maka di butuhkan tenaga yang
profesional dibidangnya. Upaya mewujudkan itu semua pihak Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu membagikan tugas sesuai dengan fungsi
unit kerja secara operasional, namun masalah yang sering terjadi dan dapat

diamati pada saat ini terdapat pada instalasi-instalasi yaitu dalam memberikan



kualitas pelayanan kepada publik belum maksimal, hal tersebut sering kali terjadi
dan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut hal ini yang melandasi
penulis melakukan‘penelitian pada lokasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun
2007, kelembagaan RSUD RokanTHulu dikukuhkan sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan
Hulu tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan antara lain kesehatan
gigi, kesehatan kulit, penyakit dalam, bedah, gawat darurat, pemulihan
ketergantungan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA),
konsultasi psikelog, dan lain sebagainya. Rumah Sakit Umum.Daerah Kabupaten
Rokan Hulu  dalam hal ini memegang peranan strategis dalam mendorong
pencapaian dan peningkatan-Kualitas sumber daya manusia.~Berbagai kebijakan
ditempuh untuk mempercepat berbagai proses pengembangan dan pemberdayaan
di bidang sumber daya manusia.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Diatur Dengan
Keputusan Mentri Kesehatn228/ MENKES/SK/IH/2002. Dalam keputusan mentri
ini dituliskan bahwa indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan
adalah:

a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau
orang yag meberikan pelayanan misalnya; jumlah dokter,kelengkapan
alat dan prosedur tetap.

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan
misalnya; kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah

c. Output, yang dapat menjadi tolak ukur pada hasil yang dicapai
misalnya; jumlah yang di layani, dan kebersihan ruangan
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d. Benefit, adalah tolak ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak
rumah sakit maupun penerima pelayanan atau pasien misalnya; biaya
pelayanan yang lebih murah

e. Impact, adalah tolak ukur dampak pada lingungan atau masyarakat

luas misalnya angka kematian ibu yang menurun, meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat ( dalam Ratminto 2012;24).

. Pelayanan Pa
14. Pelayanan Reka

17. Pelayanan ambulans dan r
18. Perawatan Jenazah
19. Pelayanan laundry
20. Pemeliharaan sarana rumah sakit

21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
22. Pelayanan Keamanan

Selanjutnya untuk melihat standar pelayanan minimal RSUD RokanHulu

dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi daerah

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

pertanggung jawaban penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Standar Pelayanan‘Minimal bertujuan untuk. meningkatkan-dan menjamin mutu

pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.2 : SPM (Standar Pelayanan Minimal) setiap indikator dan standar

pelayanan.untuk rawat inap dan untuk SPM yang lengkap terlampir

No. Jenis Pelayanan Indikator Standar
1 Rawat Inap 1. Ketersediaan pelayanan rawat inap 1. Sesuai jenis dan
2. Pemberi pelayanan di rawat inap kelas RS
3. Tempat tidur dengan pengaman 2. Sesuai pola
4. Kamar mandi dengan  dengan ketenagaan, jenis
pengaman pegangan tangan dan kelas RS
5. Dokter penanggung jawab pasien | 3. 100 %
rawat inap 4. 100
6. Jam visite dokter spesialis 5. 100 %
7. Kejadian infeksi pasca operasi 6. 08.00 s/d 14.00
8. Kejadian infeksi nosocomial 7.<1,5%
8.<9%
9. Tidak adanyakejadian Pasien jatuh 9. 100 %
yang berakibat kecacatan /kematian
10. Pasien rawat inap tuberculosis yang [10. 100 %
ditangani dengan strategi DOTS
11. Pencatatan dan pelaporan TB diRS  [11. > 100 %
12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan [12. <5 %
sembuh
13. Kematian pasien > 48 Jam 13. <0,24 %
14. Kepuasan pasien 14. <90 %

Sumber : Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2016

Dari 14 indikator pelayanan rawat inap ini penulis mengambil 6 indikator

saja dikarnakan 7 indikator ini belum berjalan dengan maksimal. Salah satu

pelayanan yang diberikan olen RSUD Rokan Hulu adalah pelayanan pada ruangan

rawat inap Yyang terdiri dari 9 macam ruangan, Selanjutnya dapat dilihat jumlah

ruangan beserta sarana dan prasarana pada tabel berikut ini :
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Tabel 1.3. : Sarana dan Prasarana Tiap Kelas Rawat Inap di RSUD Rokan Hulu

No | Ruangan/Kelas Nama Jumlah Fasilitas
Ruangan Tempat
Tidur/unit
1 VIP 6 ruangan kamar untuk 1 pasien,
mari pakaian pasien ,
mandi didalam
1 ruangan
emari es, 1
1 bed side
ruangan
diluar kamar
2 2rdapat 6 tempat
ruangan
ruangan
terdapat 10
fasilitas 1
ersebut adalah
dak pakai AC, 2
bias digunakan,
fasilitas  kamar
didalam  ruangan
Ffof 4 kamar mandi, 1
levisi  untuk 1 ruangan,
untuk  setiap
t tidur, 4 kipas angin

3 Kelas Il ruangan untuk 4 orang,

fasilitas untuk 1 ruangan
tersebut adalah 1 temat tidur
untuk pasien, 1 kipas angin,
2 kamar mandi di dalam
ruangan.
1 ruangan lagi untuk 4
orang, fasilitas untuk 1
ruangan tersebut adalah 1
tempat tidur untuk pasien, 1
ruangan tersebut adalah 1
kipas angin, 2 kamar mandi
di dalam ruangan.

4 Kelas I11 Cempaka 2ruangan |1 kamar untuk 6 orang
pasien, fasilitas 1 ruangan
tersebut adalah 6 tempat
tidur untuk pasien, 2 kipas
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Ruang
Kebidanan

Kelas |

Melati

angin, 2 kamar mandi dalam
1 ruangan .

1 kamar untuk 6 orang
pasien, fasilitas 1 ruangan
tersebut adalah 6 tempat
untuk pasien, 2 kipas

5 1 ruangan
4 tempat

ntuk 6 orang
asilitas 1 ruangan
adalah 6 tempat
pasien, 2 Kipas
ar mandi dalam
tetapi Cuma 2
di yang biasa

erdapat 4 tempat
n untuk THT, 2
n dan 1 kamar

an terdapat 6 tempat
tuk penyakit paru-
fasilitas dalam 1

pas angin setiap 1 ruangan
ruangan, 2 kamar mandi
yang baik dalam 1 ruangan
tersebut.

3 ruangan

1 kamar untuk 1 pasien,

1 lemari pakaian pasien ,

1 kamar mandi didalam
ruangan pasien,

1 AC setiap 1 ruangan
pasien,

1 televisi, 1 lemari es, 1
dispenser dan 1 bed side
cabinet  setiap  ruangan
pasien,

1 ruang tamu diluar kamar
pasien.

Fasilitas sama dengan VIP
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rawat inap.

Kelas Il 2 ruangan 1 ruangan terdapat 4 tempat
tidur dengan fasilitas 1
kamar mandi, 1 kipas angin.
1 ruangan lagi terdapat 4
mpat tidur dengan fasilitas

ar mandi, 1 Kkipas

pat 6 tempat
1 ruangan
2 kipas angin
tempat  tidur
an kain gorden.

4 tempat tidur
" fasilitas 2 kipas

kamar

etiap tempat tidur
ngan gorden, 1
erdapat 2 kamar

terdapat 9

Hulu baik jumlah ruangan maupu dan prasarana yang ada pada RSUD
Rokan Hulu tersebut. Instalasi rawat jalan dikepalai oleh dokter dan kepala

ruangan dikepalai oleh perawat dengan latar pendidikan DIl Keperawatan.

Instalasi rawat jalan berada di gedung poliklinik, terdiri dari Poliklinik
Bedah, Gigi, Penyakit Dalam, Mata, Gizi, umum, Kebidanan, Anak, Paru, Kulit

dan Kelamin. Secara umum ruangan telah dilengkapi dengan ruang tunggu yang
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memadai dengan kursi tunggu yang nyaman dan televisi untuk penyuluhan serta

hiburan. Kinerja Instalasi Rawat Jalan dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Pasien di Instalasi Rawat Jalan RSUD Rokan Hulu

kemudian yakni

pada tahun 20 men m ang cukup signifikan

Keadaan maupun jumlah Pega da esehatan di RSUD Rokan

Hulu
No Pegawai Kesehatan Jumlah
1. S2 Kesehatan 4
2. Dokter Spesialis 21
3. Dokter umum 12
4. Dokter Gigi 1
5. Apoteker/ Sarjana Farmasi 11
6. S1 Kes. Masyarakat 17
7. S1 Keperawatan 28
8. D.IV Anastesi 2
9. D.Ill Keperawatan 119
10. D.111 Keperawatan Gigi 0
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11. D.I1l Anasthesi 0

12. D.I11 Refraksionis Optisien 1

13. D.I1l Kebidanan 38

14. D.11I Fisioterapi 6
D.l1l Radiologi

Z
o

N 01w N =

Selanjutnya untuk melihat perkembangan jumlah pasien rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Tabel 1.5. Jumlah Pasien Rawat Inap RSUD Rokan Hulu Tahun 2010 s/d 2014

No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Nilai Standar
(Kemenkes )

Bed Occupaney 0

1. Rate (BOR) 52,6.. | 66,45 | 67,43 | 53 4.69,25 | 60 s/d 85 %
Average Length .

2. of Stay (ALOS) 3,49 2,85 3,01 3 3,99 6 s/d 9 hari
Turn Over )

3. Interval (TOI) 2,59 1,36 1,93 3 1,32 1 s/d 3 hari
Bed Turn Over 40 s/d 50 kali

4. (BTO) 66,85 | 90,26 | 62,43 | 60 | 83,75 oer tahun
Net Death Rate 0

5. (NDR) 7,34 2,82 6,79 17 1,78 <25 %o
Gross Death Rate

6. (GDR) 8Bl 47 |- 56,54 | -2/ SANENCEENND L §P <45 %o

7. Rawat Inap 6804 | 9252 | 7099 | 7662 | 9166 -

Sumber : RSUD Rokan Hulu, 2015

Keterangan :

BOR adalah jumlah hari perawatan per jumlah penderita

ALOS adalah jumlah lamanya pasien dirawat dibagi jumlah pasien yang
keluar/meninggal

TOI adalah banyaknya pasien yang dirawat dalam 1 periode

BTO adalah jumlah pasien yang keluar

NDR adalah angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita
keluar

GDR (Gross Death rate) adalah angka kematian umum untuk tiap 1000 penderita
keluar

Rawat Inap adalah jumlah pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Rokan Hulu
IRNA adalah rawat inap/ruangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan rawat inap
dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2011 telah dapat
mencapai standar yang telah ditetapkan, namun perbaikan kualitas pelayanan akan
terus dilakukan agar dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Namun

pada tahun 2014 RSUD Rokan Hulu mengalami peningkatan jumlah pasien



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

14

dikarenakan kesadaran masyarakat berobat dengan mengunakan BPJS sehingga
rumah sakit terus mengoptimalkan pelayan kesehatan agar semua pasien BPJS

mendapat perawatan medis dengan baik.

Selanjut i ur sir i iIsme pasien mulai dari
masuk a t ilihat pada
tabel berikut i RSITAS ISL4

S Ry
Standar Rokan Hulu
P
aJ.a:’si.r alan
si Laboratorium
|

Instalasi Kebidanan
kandungan

awatan intensif

Intalasi rawat inap

Instalasi rawat inap
kebidanan

Pulang sehat

Keluar

Instalasi Pemulasaran Jenazah
Sumber : RSUD Rokan Hulu, 2016




iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

15

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan beberapa gejala

atau fenomena antara lain :

a. Kurangnya ketersediaan pelayanan rawat inap seperti AC ruangan yang

e. Masih kurangnya kepuasa sien karena kurangnya mutu pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat sehingga masih banyaknya komplain
atau keluhan yang diberikan oleh masyarakat atas pelayanan di ruangan

rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

Berdasarkan dari fenomena diatas maka peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “ANALISIS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
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DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU( Studi Pelayanan pada Ruangan

Rawat Inap ).

B. Perumusan masalah

Sementara itu penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

a.

Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti
dalam mengkaji pengetahuan atau teori yang di peroleh di bangku
perkuliahan program studi llmu Pemerintahan.

Bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, hasil dari penelitian

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi
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Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai bahan penimbangan

dalam pengambilan keputusan yang bekaitan dengan pelayanan

kesehatan yang terutama pelayanan kesehatan pada ruang rawat inap.
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alat untuk mencapai tujuan Negara.

Taliziduhu (2000:7), mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja
public) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang

diperintah akan jasa public dan layanan public, dalam hubungan pemerintahan.
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Sedangkan menurut Labolo (2006:14), tujuan utama di bentuknya

pemerintah adalah unt enjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa

Me 11), pem : k kepentingan
publik sehingga an ukuran keberhasila dnya kebijakan
pelayanan se : 3 : e I keadilan dan

ketentraman j 22), pemerintah

pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan pemerintah.

Menurut Ndraha ( 2003 : 36 ), pemerintah adalah semua badan organisasi yang
berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan
masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses
pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat.



Salam ( 2002 : 32 ) memberikan defenisi tentang pemerintahan adalah
sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat
untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan
masyarakat ( baik antara individu dengan.individu, individu dengan lembaga
pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga
pemerintah dengan pihak swasta;-pihak swasta dengan individu ) untuk memenubhi
kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat
berjalan secara harmonis. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah

pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003 : 74) berbagai konsep (definisi)

Pemerintah :

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggungjawab dalam
sebagian atau seluruh:rute providing(proses penyediaan) suatu jasa atau
layanan melalui otoritas atau privatisasi.

2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga Negara seperti
diatur di dalam UUD (konstitusi) suatu Negara.

3. Pemaerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga Negara yang oleh
konstitusi~ Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah
UUD 1945 : kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatig dan
fungsi eksekutif.

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang
kekuasaan eksekutif saja.

5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga Negara yang memegang
fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau
ditunjuk dan bukan yang dipilh atau terpilih melalui pemeliharaan oleh
Lembaga Perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan, tetapi
lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

6. Pemerintah dalam arti pelayanan, yaitu pemerintah dianggap sebagai
sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani
pelanggan (pembeli).

7. Pemerintah dalam arti Pemerintah Pusat, yaitu pengguna kekuasaan
Negara pada tingkat pusat (tertinggi) ; pada umumnya dihadapkan pada
konsep pemerintah daerah.



8. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah, yaitu berbeda dengan
pemerintah pusat yang mewakili Negara, pemerintah daaerah dianggap
mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang
tertentu batas-batasnya.

9. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Wilayah, yaitu pemerintah dalam
arti ini dikenal'dalam Negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan
desentralisasi, contohnya Indonesia-dibawah UU. No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kekuasaan (urusan) pusat
didaerah dikelola oleh pemerintah wilayah.

10. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Dalam Negeri, yaitu konsep itu
berasal dari tradisi .pemerintahan (Belanda (Binnenlandsbestur, BB,
pamong praja)

11. Pemerintah. Konteks Ilmu Pemerintahan, yaitu semua lembaga yang
dianggap mampu (normatif) atau secara empirik memproses jasa publik
dan layanan sipil.

Pemerintahan menurut Syafiie (2008;15) secara etimilogi pemerintahan

berasal dari kata’ pemerintah” yang kemudin mendapat imbuhan sebagai berikut :

a. Mendpat awalan “pe” menjadi kata “ pemerintah” berarti badan atau orang
elit yang melakukan pekerjaan mengtur dan mengurus dalam suatu
negara.
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b. Mendapat ahiran an” menjadi kata pemerintahan berarti perihal,
cara,perbuatan atau urusan dari badan yag berkuasa dan memiliki
legistimsi tersebut.

Menurut Kencana (2009:2) Secara etimilogi, pemerintahan dapat diartikan

sebagai berikut:

1. Perintah diartikan melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti
didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

2. Setelah ditambah “pe” enjadi pemerintah, yang bearti badan yang

melakukan kekuasaan pemerintah.
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3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, bearti perbuatan,

cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

ilmu yang
mempelaj han umum itu
disusun da ksternal, yaitu

terhadap wa

ewujudkan citra
intahan mampu

dan  fungsi

2. Konsep Kebijakan

Menurut. Willy N. Dunn (Dalam Inu Kencana, dkk, (1999:107)

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang

saling berhubungan vang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah seperti

pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, Kkesejahteraan

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
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Keban (2004:105), kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik

atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh

dijadikan

Disebutkal

55D

kebijakan atau (polisi) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk
menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok,
maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam suatu bidang

kegiatan tertentu.



Islamy (1992:15), kebijakan (Policy) adalah suatu program pencapaian
tujuan nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Dengan demikian jelas ada
hubungannya antara kebijakan yang dilakukan pemimpin terhadap pencapaian
tujuan organisasi,Kebijakan dissini bertujuan.supaya pelaksanaan pekerjaan tidak

menyimpang dari perencanaan yang di sepakati.

Untuk melaksanakan:kebijakan birokrasi“peralatannya kepada masyarakat
dapat berjalan sebagaimana mestinya maka perlu adanya pendukung pelaksanaan
kebijakan yang memadai di pemerintah, menurut Moenir (1992:82) terdapat

beberapa hal pendukung yang penting yaitu :

1. Kesadaran petugas yang berkecimpung dalam melaksanakan kebijakan,
kesadaran disini berfungsi sebagai acuan. dasar yang melandasi pada
perbuatan atau tindakan yang berikutnya. Kesadaran kerja itu bukan saja
kesadaran dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
yang menyangkut penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang
tepat dalam usaha/meningkatkan hasit-kerja juga turut serta dalam usaha
pemeliharaan sarana dan prasarana

2. Aturan yang menjadi landasan kerja kebijakan yaitu merupakan
perangkat dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Faktor ini
menyangkut segala ketentuan baik yang di tulis maupun yang tidak di
tulis yang berlaku di dalam organisasi yang meliputi mengenai waktu
kerja, cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanan pekerjaan, pemberian
sangsi terhadap pelanggaran kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang
telah ditetapkan.

3. Kondisi organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang
menggambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja yang
berdasarkan keahlian dan berfungsinya masing-masing bagian dengan
tugas yang telah ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi.

4. Pendapatan yang meliputi gaji yang menggairahkan semangat kerja yang
tinggi.

5. Kemampuan atau keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan
pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, mengadakan
pendidikan dan latihan.
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Setelah kebijakan negara dirumuskan melalui perencana yang matang,

maka ia perlu diimplementasikan. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat

perlu untuk mengetahui dan melaksanakan kebijakan negara tersebut. Pada

perlu adanya
pengawasa ada a wasan '1"_ > : gala kegiatan
pemerintah daerah.

Peng

pemeriksaan

‘Q g ana semula. Sedangkan

menurut Siagian pengawa . i

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

pekerjaan yang sudah dilksanakan bejalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya.

Sejalan dengan itu menurut William N. Dunn dalam Abidin (2002;14)

pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari

perkembangan ilmu sosial yang pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.
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Oleh sebab itu ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan

yang  menggunakan  berbagai metode untuk  menghasilkan  dan

mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan

rasional komprehensi Q Q A sebagai 0ses yang dilakukan secara
Q A
L\ g

ang bernalar (daya pikir) dalam
membuat dan mempertahankan alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi

sadar untuk menggunakan argu

suatu masalah kebijakan (policy problem).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang mempunyai nilai-nilai, tujuan, praktek-praktek nyata
yang terarah, yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau pemerintah dalam

suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan. Pada kenyataannya, dalam



10

proses perumusan kebijakan haruslah mampu berpikir secara rasional

komprehensif, karena didalamnya mengandung unsur objektifitas kebijakan.

Menurut Sutopo«(2005 : 10) kebijakan public adalah suatu kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah  atau Negara yang . ditujukan untuk kepentingan
masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memcahkan masalah-masalah yang
ada didalam masyarakat.

Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan
praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik
adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan
kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah
yang bersumber pada kearifan-pemerintah dan-mengikat secara formal, etik dan
moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam
lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1992 : 7).

Menurut Friedrik (dalam Syafi’ie, 2002 : 107) kebijakan pemerintah
adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu
lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi,
dimamfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu
maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang
terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan

kebijaksanaan adalah suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang
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aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang
dihadapi.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan
publik. Kebijakan.sesunguhnya.bukan sekedar.bersangkut paut dengan meknisme
penjabaran keputusan politikkedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi
pemerintahan melaikan lebih dariy itu;~lebih menyangkut masalah konflik,
keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu terlalu salah
bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses
mengambil dan mentukan keputusan pemerintahan,(Sumardi,2013;83)

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijakan (wisdom),
karena kebijakasanaan merupakan pengejawatahan aturan yang sudah di tetapkan
sesuai dengan. situasi danwwkondisi seiempat oleh peron penjabat yang
berwenang.publik adalah masyarakat umum itu sendir, yang selayaknya, yang
selayaknya diurus, diaur dan ditayani eleh pemerinth sebagai.administrator, tetapi
juga sekaigus kadang-kadang bertindak sebagai pengasuh dalam pengturan hukum
tata negaranya. Pengertian kebijakan publik menrut para ahli adalah Dye dan
Syafiie (2006;105) dimana diatakan kebijaksanaan publik adalah apapu juga yang
dipilih pemrintah apakah mengerjakan. sesuatu itu atau tidak mengerjakan
(mendiamkan) sesutu itu.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010, 38)kebijakan publik adalah
pemanfaatan yang stretegis terhadap sumber daya yang ada untuk memechkan
masalah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan dalam

Adisasmita (2011;213) kebijakan publik adalah tindakan yang tujuan tertentu
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yang dilaksanakan oleh instalasi-instalasi pemerintah beserta jajaranya untuk
memecahkan suatu masalah tertentu.

Definisi kebijakan publik diatas disimpulkan bahwa : 1. Kebijakan publik
dibuat oleh pemerintahan yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 2.
Kebijakan publik harus bererientasi kepada kepentingan. publik, 3. Kebijakan
publik adalah-tidakan pemeliharaan alternatif untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakn oleh  pemerintah  demi - kepentingan ~ publik  (dalam
Pasolong,2010;39).

Kata kebijakan diterjemahkan “dari“kata policy. Kata policy brasal dari
bahasa yunani dan sangsekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan
sangsekerta; polis (negara kota ) dan pur (kota), fikembangkan kedalm bahasa
latin menjadi politea (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pada abad
pertengahan, dikenal dengan polyci yang berarti menanganic masalah-maslah
pubik dan administrasi pemerintahan. Pada hakekatnya berarti kebijakan yang
ambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmura, kesejahteran
warga kota atau masyarakat (Sumaryadi,2013;83).' Dye ( dalam Santosa,2009;27)
memberikan definisi kebijakan publik sebagia pengalokasian nlai-nilai kepada
masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pablik sangat erat dengan utusan pemerintahan dalam proses
pembangunan. Kebijakan pubikmenjadi- penting apabila kebijakan tersebut
dijalankan atau diimplementasika. Salah satu aspek terpenting dalam kebiakan
pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan
Sangat mentukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan
yang diambil dapat dilaksanakan dan berdaya guna atau efektifkarena mencapai

ssaran sehingga kebijakan tersebut mengarah kepada kebijakan pubik.
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3. Pelayanan

Gronross (dalam Ratminto & Atik ) mendefenisikan pelayanan sebagai

suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak diraba) yang terjadi sebagai

sumber daya manusia dan fasi adai, karena aparatur pemerintah
berkewajiban melayani semua warga Negara dengan pelakukan yang sama.
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 16 Tahun 2014 yaitu Standar
Pelayanan,sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan pemberi penerima

pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian
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Waktu penyelesaian yang ditetapkansejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.

4. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima.sesuai dengan-ketentuan yang telah
ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan srana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan-publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan keahlian,keterampilan,sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.(dalam Ratminto dan Atik,2008;24).

Kemudian dalam Keputusan Mentri PAN NO. 16/ KPR / M.PAN/ 2014
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan public, diuraikan bahwa
dalam suatu pelayanan yang baik terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1 Kesederhanaan, dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum
diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit,
mudah dipahami.dan mudah dilaksanaka.

2 Kejelasan dan kepastian dalam-arti adanya kejelasan dan kepastian :

a. Prosedur/tata cara pelayanan umum.

b. Persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administratif

c. Unit kerja dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan umum.

d. Rincian biaya/tariff pelayanan umum dan tata cara pembayarannya.

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.

f. Hak dan kewajiban baik dari.pemberi maupun penerima pelayanan
umum berdasarkan: bukti-bukti penerimaan permohonan atau
kelengkapannya, sebagal alat untuk memastikan pemprosesan
pelayanan umum.

g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3 Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan
kepastian hokum.

4 Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, santuan
kerja/pejabat penangung jawab pemberi pelayanan umum, waktu
penyelesaian dan rincian biaya/tariff dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka
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agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta
maupun tidak diminta.

5 Efisiensi, dalam arti :

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang
berkaitanslangsung dengan pencapaianssasaran pelayanan dengan
tetap memperhatikan keterpaduan antara. persyaratan dengan
produk pelayanan umum yang diberikan.

b. Dicegah adanya  pengulungan pemenuhan kelengkapan
persyaratan, dalam hal ini proses pelayanannya mempersyaratkan
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/lnstansi Pemerintah lain
yang terkait.

6 Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya
yang tinggi di luar kewajaran.

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara
umum,

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diperlukan secara adil.

8 Ketepatan waktu, dalam arti pelaksaan pelayanan umum dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,
maka perlu adanya faktor-faktor pendukung, Menurut Munir, terdapat beberapa

faktor-faktor pendukung pelayanan yang penting antara lain adalah :

1. Faktor kesadaran petugas yang -berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran
disini berfungsi sebagai acuan-dasar yang melandasi pada perbuatan atau
tindakan yang berikutnya. Kesadaran kerja itu bukan saja kesadaran dalam
pelaksanaan tugas yang menjadi tangung jawabnya yang menyaangkut
penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaaha
meningkatkan hasil kerja, juga untuk turut serta dalam pemeliharaan
sarana dan prasarana.

2. Factor aturan yang menjadi landasan pelayanan, yaitu merupakan
perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Factor ini
menyangkut segala ketentuan baik yang tertulis mapun tidak tertulis yang
berlaku dalam organisasi yang meliputi waktu kerja, kedisiplinan dalam
pelaksaan pekerjaan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerja serta
ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan.
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. Factor organisasi, yang meliputi pengaturan structural organisasi yang

menggambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja yang
berdasarkan keahlian dan berfungsinya masing-masing bagian sesuai
dengan tugas yang telah ditetapkan serta usaha pembangunan organisasi.

. Factor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggahirahkan

semangat kerjayang tinggi.

. Factor kemampuan atau. keterampilan-kerja dapat.ditingkatkan dengan

pemberian “bimbingan  dan  petunjuk-petunjuk “kerja, mengadakan
pendidikan dan latihan khusus pegawai.

. Factor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga

tersedianya fasilitas _pelayanan yang .meliputi gedung dengan segala
kegiatannya, fasilitas komunikasi dan fasilitasdainnya, (Munir, 1991 ; 82).

Keenam faktor pelayanan tersebut masing-masing mempunyai peranan

berbeda tetapi-saling berpengaruh satu sama lain akan terwujutnya pelaksanaan

pelayanan yang baik. Dari beberapa konsep pelayanan yang telah dikemukakan,

jelaslah bahwa tinggi rendahnya minat seseorang untuk memanfaatkan sesuatu

jasa atau pelayanan dan kepuasan. yang diperolehnya sangat dipengaruhi oleh

mutu pelayanan yang diberikan pelaksana pelayanan tersebut.

Pelayanan menurut Sutopo dan Suryanto (2008; 8) pada dasarnya adalah

kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sesuai dengan apa yang di

sampaikan oleh Norman (dalam Sutopo dan Suryanto,2008: 8) mengenai

karateristik tentang pelayanan yakni sebagai berikut :

a.

b.

Pelayanan bersifat tidak diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan
barang jadi.

Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan
pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social

Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,
karena pada umumnya kejadiannya bersamanya dan terjadi di tempat sama.
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Pelayanan merupakan pemberian jasa kepada seseorang yang merupakan
haknya yang harus dipenuhi dengan menggunakan prosedur dan system yang
telah ditentukan oleh perusahaan atau lembaga.

Moenir (2000: 17) mendefenisikan pelayanan sebagai proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Secara kodrati manusia
dalam rangka mempertahankan, hidupnya sangat. memerlukan pelayana baik dari
diri sendiri maupun orang lain. Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya
ada dua jenis yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan
layanan administrative yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi.

Ibranim (2008: 2) mengatakan pelayanan itu pendekatan yang lengkap
yang membuahkan kualitas pelayanan. Pelayanan itu merupakan penggerak utama
bagi operasionalisasi kegiatan bisnis.

Sedangkan menurut Zeitha dan Bitner (dalam Yoeti,1991: 1) memberikan
batasan tentang pelayanan yaitu semua aktifitas ekonomi yang hasilnya tidak
merupakan produk dalam bentuk fisik atau kontruksi yang bisa dikonsumsi pada
saat yang sama dengan waktu memproduksi sambil-memberikan nilai tambah
misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan.dan kesehatan.

Kepuasan itu dipengaruhi oleh berbagai variable atau dilihat dari beberapa
dimensi. Secara umum kepuasan pelanggan dapat dilihat dari sikap personil yang
melayani, kualitas atau spesifikasi khas setiap jasa pelayanan, ketepatan waktu,

kemudahan, kenyamanan, keamanan dan biaya.

1. Standar sikap personil
Sikap personil yang melayani, berinteraksi atau melakukan kontak dengan
pelanggan selalu memancarkan sikap :
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v' Senang melayani, tercermin dari sapaan yang santun menawarkan
bantuan apa yang dapat di bantu, wajah ceria, senyum menghias bibir,
salam hangat.

v' Kepekaan, terlihat dari reaksinya merespon, mengakomodasi,
menyelesaikan keluhan, permasalahan dan memenuhi kebutuhan,
keperluan.atau kepentingan pelanggan.

v' Kerelaan, keikhlasan, ketulusan.melayani terlihat dari kesediaannya
mengorbankan Kkepentingan dengan mengedepankan memberikan
bantuan terbaik dari profesinya, baik pemikiran yang brilian maupun
tenaga terampilnya dan waktunya yang sangat berharga.

2. Standar sikap pelayanan; yang. terlihat dari -

v Ketepatan atau ‘kesesuaian (konformasi). dengan spesifikasi atau
ketentuan khas dari setiap jasa layanan yang disepakati.
Ketepatan (kesesuaian) dengan ukuran, model (gaya) atau desain.
Ketepatan kegunaan, nilai, manfaat yang dirasakan dari jasa layanan
yang diterima, digunakan
v Ketepatan kapasitas saat dioperasikan.
v Ketepatan semua komponen atau kelengkapan layanan.

v
v

3. Standar waktu
v Ketepatan waktu dalam menerima, menyelesaikan, dan menyerahkan.
v Kecepatan dan ketepatan merespon keluhan, tuntutan (klaim).

4. Standar kemudahan
Kemudahan mencapai, mendapatkan, mengoperasikan, memelihara,
memperbaliki jasa pelayanan.

5. Standar kenyamanan
Keamanan saat menunggu atau saat memakai hasil layanan.

6. Biaya. Biaya yang dikeluarkan atas pelayanan yang diterima.

Semua dimensi tersebut terintegrasi dan terpadu. Kalau ada yang tidak
sesuai dengan standar, maka layanan itu dirasakan dan dianggap kurang
memuaskan. Tetapi kalau semuanya sesuai dengan standar pelayanannya dapat
disebut memuaskan, dan kalau melebihi standar, sangat memuaskan.

Berkaitan dengan pelayan, ada dua istilah yang perlu diketahui yakni
melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapakan
(mengurus) apa yang di perlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan
adalah usaha melayani orang lain ( kamus besar bahasa Indonesia, 1995).

Kurniawan mengatakan bahwa pelyanan publik adalah pemberin pelaynan
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(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

dalam Pasolong,2010;128).
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Dari beberapa batasan pelayanan publik diatas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan publik adalah memberi pelayanan (melayani) yang dilaksankan oleh
penyelenggara publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan
penerima peayanan atau masyarakat merupakan pelaksana ketentuanperaturan

perundang-undanganyang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
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Dalam Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik, dalam setiap penyelenggaraan harus didasarkan pada
standar pelayanan sebagal ukuran yang.dibakukan dan. wajib ditaati oleh
penyelenggaraan pelayanan maupun. penerima pelayanan. Komponen standar

pelayanan public sekurang-kurangnya meliputi

a. Jenis pelayanan, yaitu pelyanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit
penyelenggaraan pelayanan.

b. Dasar hukum pelayana, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan.

c. Persyaratan pelayanan, Yyaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administrative.

d. Prosedur. pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dilakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

f. Biaya pelayanan, yaitu besaran biaya/, tarif pelayanan yang harus
dibayarkan oleh penerima pelayanan:

5. Prinsip dan standar pelayanan publik

Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan menurut LAN (2003)
adalah suatu tolak ukuryang dipergunakan untuk acuan penelitian kualitas
peayanana sebagaikomiteatau janji- dari pihakpenyedi pelayanan kepada
pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkn yang
dimaksud dengan pelayanan yang berkualitas adalah peayanan yang cepat,
menyenangkan, tidak mengandung kesalahan serta mengikuti proses dan prosedur
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Setiap peyelenggara pelayanan publik harus memiliki stadar pelayanan

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
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Standar pelayanan meruakan ukuran yang dibakukan dalam penyelengaraan
pelayanan publikyang wajib ditaati bagi pemberi atau penerima pelayanan.

Adapun standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

fisik
tempat

B. Kerangka pi

ang menjelaskan secara garis
besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, kerangka pemikiran
menggambarkan dengan jelas semua variabel berserta indikatornya, hingga
ukuran yang digunakan, Dari 14 indikator penulis mengambil 7 indikator saja

dikarnakan 7 indikator ini belum berjalan dengan maksimal.
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Gambar II. I:  Kerangka Pikiran Tentang Analisis Standar Pelayanan
Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu
(Studi pada Ruangan Rawat Inap).

Fungsi Pemerintahan

NI
PRv.

rawat inap
awat inap

TS5 00 e

adian pulang sebelum dinytakan
sembuh

- Kematian pasien > 48 jam

- Kepuasan pasien

|

Kepuasan Pasien
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C. Konsep Operasional
Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian,maka

perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang

Jam visite dokter spesie

e. Tempat tidur dengan pengaman
f.  Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan

g. Kepuasan pasien
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D. Opersional Variabel

Untuk memudahkan memahami arah penelitian tentang standar

pelayanan minimal pada ruang rawat inap RSUD Rgkan Hulu, maka dilakukan

Pelayanan
iau studi di

Konsep Skala
1 5
Pelayanan adalah Ordinal
kegiatan yang
dilakukan oleh
seseorang atau
sekelompok orang
dengan landasan fe
materil melalui sys
prosedur dan metoc
tertentu dalam rangka
memenuhi kepenting
orang lain sesuai
dengan haknya. Ordinal
(Sumber ; menurut
Moenir, 1992:96)
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pelayanan
adalah batasan c. Kecermatan
Minimal mengenai pemberi
jenis dan mutu pelayanan
layanan dasar yang
harus dipenuhi oleh c. Dokter a. Dokter Ordinal
Rumah Sakit (Perbub penanggung penanggung
Nomor 45 Tahun jawab pasien jawab selalu
2014) rawat inap stand by
b. Adanya

kunjungan dari

Dokter

penanggung

jawab
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pegangan
tangan

g. Kepuasan
pasien

c. Pemberian
informasi dari
Dokter

penanggung
jawab

Ordinal

Ketersediaan

kamar mandi

dengan pegangan

tangan

b. Kebersihan
kamar mandi

¢. Jumlah kamar
mandi pasien

a. Kemudahan
informasi
pelayanan

b. Kemudahan
prosedur
pelayanan

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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c. Ketepatan waktu
pelayanan

E. Teknik Pengukuran

baik apabila

g
kap
o

o
aka

ulasi  dengan

Cukup Baik S r dan Item Penilaian

Kurang Baik : abila ya Indikator dan Item Penilaian
standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Rokan Hulu dikatakan Kurang
Baik apabila responden pada tabel rekapitulasi

dengan persentasi dengan persentasi 1% - 33%

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah

sebagai berikut :
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a. Ketersediaan pelayanan rawat inap

Baik : Apabila ketersediaan pelayanan rawat inap di Ruang

Rawat Inap RSUD Rokan Hulu dengan mencakupi

%

D
-

r
fo)
r

@
o
&
5
.
0
¢

tabel rekapitulasi dengan persentasi dengan antara

1% - 33%

b. Pemberi pelayanan di rawat inap
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Baik . Apabila pemberi pelayanan di Ruang Rawat Inap

RSUD Rokan Hulu dengan mencakupi 3 kriteria

Item Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan

5
Z
¢

C

c. Dokter penanggung jawab pasien di rawat inap

pada tabel

Baik . Apabila Dokter penanggung jawab pasien di Ruang

Rawat Inap RSUD Rokan dengan mencakupi 3 Kriteria

Item Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan Baik
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d. Jam visite dokte

Baik

Cukup Baik

29

apabila responden pada tabel rekapitulasi dengan

persentasi dengan antara 67% - 100%

Apabila Dokter penanggung jawab pasien di Ruang
ncakupi 3 Kriteria
dikatakan

rekapitulasi

At

ien di Ruang

AvANY

kupi 3 kriteria

dan dikatakan

ARALY:

Item Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan
Baik apabila responden pada tabel rekapitulasi

dengan persentasi antara 67% - 100%

Apabila jam visite dokter spesialis di Ruang Rawat

Inap RSUD Rokan dengan mencakupi 3 kriteria
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Item Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan
Cukup Baik apabila responden pada tabel

rekapitulasi dengan persentasi antara 34% - 66%

an dikatakan
pada tabel

% - 33%

Cukup Baik  : Apabila pencatatan tempat tidur dengan pengaman di
Ruang Rawat Inap RSUD Rokan Hulu dengan
mencakupi 3 kriteria Item Penilaian yang telah
ditetapkan dan dikatakan Cukup Baik apabila
responden pada tabel rekapitulasi dengan persentasi

antara 34% - 66%
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Kurang Baik : Apabila pencatatan tempat tidur dengan pengaman di
Ruang Rawat Inap RSUD dengan mencakupi 3 kriteria

Item Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan

0 ada tabel rekapitulasi
st .?Q )

[

" 4

Bai Apa awat Inap RSUD
kriteria Item
Jan dikatakan Baik

ditulasi  dengan

3 kriteria Item

Kurang Baik . Apabila kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD
Rokan Hulu dengan mencakupi 3 kriteria Item
Penilaian yang telah ditetapkan dan dikatakan Kurang
Baik apabila responden pada tabel rekapitulasi dengan

persentasi antara 1% - 33%



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

32

g. Kepuasan Pasien

Baik . Apabila kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD

Rokan Hulu dengan mencakupi 3 kriteria Item
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menerangk
dengan kua

Rokan Hul

B. Lokas
Penel

Rokan Hulu.

pelayanan minimal ) te angan Peraturan Bupati Nomor

45 Tahun 2015.

C. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Rawat Inap,
Tenaga Medis dan Non Medis serta Pasien pada Rawat Inap. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 111.1 Keadaan Populasi dan sampel di Ruang Rawat inap Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No Sub Populasi Populasi Responden Persentase

1. | Kepala Ruangan Ra 100%

inap
2. | Dokter 50%
3. 5%
4,
5.

Sumber : R '@j‘

E. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer, adalah data yang didapat secara langsung dari para responden,
terdiri dari identitas responden berisi jenis kelamin, umur, masa kerja, tingkat
pendidikan dan pangkat/golongan pegawai serta hasil tanggapan responden
tentang analisis standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Ruang Rawat inap).
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari RSUD Rokan Hulu yang
terdiri dari profil umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu,

uraian tugas dan fungsi, visi dan misi dan struktur organisasi .

penelitian

A

embuat daftar

yaan tersebut

3 E

atau keluarga

AN A

lu. Pertanyaan

anan minimal di

TALAY
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w
@
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c
—
5
<
)
)
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)
S

Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.

3. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung ke ruangan rawat inap pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat bagaimana standar

pelayanan minimal yang diberikan kepada pasien.



G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
analisa deskriptif yang menggambarkan bagaimana analisis standar pelayanan
minimal di Rumah Sakit Umum_Daerah_Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada
Ruang Rawat Inap). Dalam hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya
diuraikan sesual dengan identitas ‘responden .masing-masing serta indikator

variabel secara kuantitatif.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 111.2 = Jadwal Waktu_Kegiatan Penelitian.. tentang Analisis Standar

Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Rokan Hulu (Studi Pada Ruang Rawat Inap)

Bulan\dan Minggu ke Tahun 2016

Z
o

Jenis Kegiatan Januari Februari Maret April Mei

112|1313|1]2[3[4/1/2{3{4/1/2/3/4/1|2|3

Penyusunan UP

Seminar UP

Revisi UP

Revisi Kuesioner

Rekomendasi Survey

Survey Lapangan

Analisis Data

OINO|OTDBD|WINF-

Penyusunan Laporan
Hasil penelitian (skripsi)

9 Konsultasi Revisi
Skripsi

10 | Ujian Komprehensif
Skripsi

11 | Revisi Skripsi

12 | Penggandaan SKripsi
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pengarayan. Pac a ; Ka dari 7 kecamatan
meliputi 8 53 desa dan 6
kelurahan. kecamatan, 7
daerah kel ikenal dengan

sebutan "NEG

- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu
memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km? atau + 8,26% dari luas wilayah

Propinsi Riau (86.461,91 km?), yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah
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perairan dan rawa, secara geografis terletak antara 00 25’ 20° sampai 010 25° 41°

Lintang Utara atau antara 1000 56 59° Bujur Timur.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan; Kecamatan terluas

jadi Kelas C melalui Surat
Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor:
1349/Menkes/SK/IX/2005, tanggal 14 September 2005. Sejak saat itu RSUD
Rokan Hulu telah beroperasi dengan 106 tempat tidur dan 431 pegawai yang
terdiri dari 21 orang Dokter Spesialis, 14 orang Dokter Umum, 1 orang Dokter

Gigi, 64 orang tenaga Penunjang Medis, 212 Tenaga Para medis, 17 orang tenaga

kesehatan masyarakat serta 104 orang Tenaga Umum.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun
2007, kelembagaan RSUD Rokan Hulu dikukuhkan sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan melalui Peraturan Daerah Nomor: 04

orang Kepa d . serta 1 (satu)
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SK Bupati Rokan Hulu Nomor 470 Tahun 2008 dan status penuh Badan Layanan
Umum Daerah melalui SK Bupati No 547 Tahun 2010.

Visi RSUD ROKAN HULU adalah:
” Menjadi Rumah Sakit Kelas-B Tahun 2016~

Misi RSUD Rokan Hulu adalah sebagai berikut :
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1. Menyelenggarakan Pelayanan Prima Sesuai Dengan Standar Pelayanan

Rumah Sakit.

2. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Menyeluruh dan Terpadu.

Bupati melalui Sekretaris Daerah. RSUD Rokan Hulu dipimpin oleh 1 (satu)
orang Direktur, dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha dan 3
(tiga) orang Kepala Bidang yaitu Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang dan

Bidang Humas Dan Sumber Daya Manusia.

Dibawah Kepala Bagian Tata Usaha terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Administrasi dan
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Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Masing-masing
Bidang membawahi Dua Orang Kepala Seksi selain itu terdapat juga kelompok

jabatan fungsional. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Struktur Organisasi

Sumber : RSUD Rokan Hulu, 2016

D. Sumber Daya Kesehatan
Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam
penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan diharapkan dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Gambaran mengenai
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situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi sarana kesehatan, tenaga

kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang dapat dilihat pada bab ini:

Sampai dengan saat ini gedung rumah sakit sudah representatif meskipun

VIP
- ICU
- Perinatologi : 6 tempat tidu
- Gedung Rehabilitasi Medik / Fisioterapi

- Gedung Laboratorium

- Gedung Intencive Care Unit (ICU)

- Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit

- Gedung Radiologi/Rontgen & USG
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- Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan 2 Kamar Operasi

- Instalasi Farmasi / Apotik

- Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. Oleh
karena itu, perlu memberikan fokus penting pada pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan guna menjamin ketersediaan dan pendistribusian

sumber daya manusia kesehatan.

Jumlah ketenagaan yang ada pada Desember 2014 tercatat sebanyak 431

orang yang terdiri dari :
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- 194 orang PNS

- 232 orang pegawai kontrak

- 5orang Tenaga Suka Rela

pelayanan ke

kesehatan.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. lIdentitas Responde

termasuk jugsa sebab mere gan satu. Tingkat
a

pendidikan dIr' kat pendidikan

tinggi adal ereke ) tamat i/Per ' uk mengetahui

No. Persentase
1 SD
2 SLTP 3,44 %
3 SLTA 48,28 %
4. D 14 24,14 %
5. | Sarjana Strata satu (S1) 14 24,14 %
Jumlah 58 100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2016
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Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk responden yang
memiliki tingkat pendidikan SD tidak ada, responden dengan pendidikan SLTP

sebanyak 2 orang atau 3,44%, untuk responden yang memiliki pendidikan SLTA
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meningkatk

AWhuae

No. Persentase
1. | <35tahun 17,24 %
2. | 35—40 tahun 15 25,86 %
3. | 4145 tahun 16 27,58 %
4. | 46 —50 tahun 9 15,52 %
5. | > 50 tahun 8 13,80 %

Jumlah 58 100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2016
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Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang
memiliki usia dibawah 35 tahun sebanyak 10 orang atau 17,24%, responden yang

berumur antara 35 tahun — 40 tahun sebanyak 15 orang atau 25,86 % umur

sebanyak 8 ora 3,80%. Dari t: awal berusia 41 - 45
tahun, disni da iliha re fen K oduktif sehingga

diharapkan

No. Persentase
1. Laki-laki 32 55,17 %
2. Perempuan 26 44,83 %

Jumlah 58 100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2016
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Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yang
memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang atau 55,17% sehingga

pekerjaan dapat dioptimalkan, sedangkan untuk responden wanita sebanyak 26

tabel o dapat i g banyak

berjenis ek ptimalkan dalam

upaya me

mendeteksi penyakit, dan tentunya termasuk didalamnya biaya. Institusi yang
menangani masalah-masalah yang disebutkan diatas adalah Rumah Sakit, salah
satu Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk melihat bagaimana standar pelayanan
minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dearah Kabupaten Rokan Hulu

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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a. Ketersediaan Pelayanan Rawat inap

Dalam proses pelaksanaan kegiatannnya Rumah Sakit Umum Dearah

Kabupaten Rokan Hulu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik

atan. Pelayanan yang

‘ .\e&. itan dengan

2\ K )

orang yan
dirumah sa
tersebut atat

pasien yang
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sehingga
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petunjuk akses pada setiap poliklinik yang ada dirumah sakit tersebut. Untuk
melihat tanggapan responden mengenai ketersediaan pelayanan rawat inap yang
diberikan pihak rumah Rumah Sakit Umum Dearah Kabupaten Rokan Hulu dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.4 : Tanggapan responden Tentang Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

No Sub Indikator Tanggapan Responden Jumlah

tersedianya alur penerime asie ap. dandiberikannya pelayanan kepada
pasien.

Kemudian untuk tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 29 orang atau
50,00% adapun alasan pemberian tanggapan ini karena di rumah sakit

memberikan fasilitas pelayanan sesuai dengan jenis kelas yang dipilih oleh pasien.
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Menurut hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Rawat Inap Kelas

Il tanggal 23 Maret 2016 bahwa :

pada RSUD Rokan Hulu sudah'c prosedur pelayanan yang dijalankan

sudah sesuai dengan SPM yang ditetapkan.



b. Pemberi pelayanan di rawat inap

Faktor berikutnya yang menjadi barometer keberhasilan sebuah rumah

sakit dalam memberikan jasa pelayanan kepada pasien adalah pemberi pelayanan.

dan penyakit

an memiliki

a yang akan
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Untuk melihat tanggapan responden mengenai pemberi pelayanan yang
diberikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Tabel V.5 : Tanggapan responden Tentang Pemberi Pelayanan Rawat Inap

No Sub Indikator
1. | Sikap e
2 K a

ke

pel \3$
3. | pem

P
Sumber : H elitia

Dari d
pelayanan rawat i a

untuk respond
atau 27,58% ala
pelayanan di rumah e

Kemudian untuk tan

Tanggapan Responden

Jumlah

"N% EﬁA‘g IS M sz

-?Z'?BPI |51,

angan, Tahun 2016

KANBA

eri
i L]

Baik Cukup Kurang
Bai baik

58

58

58

174

58

9 100 %

n_tentang pemberi
ten Rokan Hulu,
ebanyak 16 orang

na di sikap pemberi

nggapi sebanyak 30 orang atau

51,74% adapun alasan pemberian tanggapan ini karena di adanya kenhandalan

dan kecakapan pemberi pelayanan di rumah sakit.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang salah seorang Pasien

Rawat Inap tanggal 23 Maret 2016 bahwa :

“Masih terdapat beberapa petugas pemberi pelayanan di rumah sakit yang

belum memiliki kemampuan dan kualitas kerja dalam memberikan
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pelayanan prima kepada masyarakat hal ini disebabkan kurangnya

tanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanan kepada pasien”.

Selanjutnya untuk tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 12 orang

atau 20,68% adap esponden memberi gpan ini karena masih

belum ‘*ﬂ“‘ QQ &\Q\“ .a anan kepada

Rokan Hu erusaha ~ memberik liberikan yang
dibutuhkan

memuaskan

dikelolanya memerlukan kualitas SDM yang baik dan sesuai dengan kebutuhan di
organisasi. Sebagaimana diketahui manusia adalah unsur terpenting dalam
keberhasilan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu dalam mengatur dan
mendapatkan aparat berkualitas maka pimpinan suatu organisasi harus
memperhatikan jumlah dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan guna

mencapai tujuan organisasi. yang mana kualitas Dokter penanggung jawab ruang
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rawat inap diharapkan mampu meningkatkan peran serta seluruh personel di
ruang rawat inap untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Untuk melihat tanggapan responden penelitian berdasarkan dokter

attla:

TN

Sumber : Hasil Penelitian Lapa

Berdasarkan data dari hasil olahan penelitian yang dilakukan tentang
tanggapan responden terhadap dokter penanggung jawab rawat inap dapat
diketahui bahwa untuk responden yang memberikan tanggapan baik ditanggapi
sebanyak 19 orang atau 32,75%., penilaian ini didasarkan atas adanya pemberian

informasi dari dokter penanggung jawab kepada pasien.
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Untuk tanggapan responden yang menyatakan tanggapan cukup baik
ditangapi sebanyak 25 orang atau 43,10% dari jumlah responden. Dari hasil
penelitian rata-rata penilaian responden diberikan karena didasarkan masih kurang
intensifnya kunjungan yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab ke kamar-

kamar .pasien

Menurut hasil wawancara dengan salah, seorang salah seorang petugas

medis tanggal 23 Maret 2016 bahwa :

“Kompetensi dokter penanggung jawab ruangan merupakan pihak yang
menjadi factor pelaksana atas kegiatan dalam memberikan pelayanan,
Dokter penanggung jawab harus memiliki keterampilan atau skill,
pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan,
berkualitasnya dokter penanggung jawah dalam memberikan pelayanan
tentunya_akan mendukung kelancaran_pelaksanaan pelayanan sehingga
tercapai pelayanan prima”.

Responden yang memberikan tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak
14 orang atau 24,15%. Menurut réesponden tanggapan ini diberikan karena
didasarkan dokter penanggung jawab tersebut jarang stand by di tempat sehingga

mempengaruhi pemberian pelayanan yang maksimal.

Menurut tanggapan masyarakat, .salah seorang pasien rawat inap tanggal

23 Maret 2016 :

“Kadang kala Dokter penanggung jawab jarang ditempat sehingga pasien
kurang bisa berkomunikasi dan berinteraksi langsung untuk menanyakan
perkembangan pasien yang dirawat ini namun keluarga pasien masih bisa
menanyakan perkembangan pasien dari perawat jaga yang ada pada ruang
rawat inap, dokter penanggung jawab tidak dapat stand by di ruangan
apabila ada keperluan mendadak yang harus dijalankannya”.
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dari hasil penelitian dan

wawancara yang telah penulis lakukan bahwa kompetensi dari dokter penanggung

jawab pada RSUD Rokan Hulu sudah cukup baik.

S mengedepankan

p penting untuk

efisiensi pekerjaan yang dicapai pegawai.

Untuk melihat tanggapan responden penelitian berdasarkan jam visite

dokter spesialis dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.7 : Tanggapan responden Tentang Jam Visite Dokter Spesialis

14

Sub Indikator

Tanggapan Responden

Jumlah

Baik

Cukup
Bai

No

1. | Kehadi
spesi

2. | Ja 1
spe

3. | Dokt
memberi
perke
kepada pa:

p S

Sumber : H

Berda

tanggapan res

untuk responden

atau 29,32%., peni

29 ‘.:35; 0
La|
b CKANBAR o
Isite
. )
n

dokter spesialis tentang per

ien.

Kurang
baik

58

58

58

174

58

100 %

lakukan tentang

diketahui bahwa

sebanyak 17 orang

mberian informasi dari

Untuk tanggapan responden yang menyatakan tanggapan cukup baik

ditangapi sebanyak 23 orang atau 39,65% dari jumlah responden. Dari hasil

penelitian rata-rata penilaian responden diberikan karena didasarkan adanya

kehadiran dokter spesialis pada jam kunjung hari kerja

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang salah seorang pasien

tanggal 23 Maret 2016 bahwa :
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“Dokter spesialis melakukan kunjungan ke kamar rawat inap dan dokter
spesialis ada memberikan informasi tentang perkembangan pasien dan
dokter spesialis juga memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan
seputar penyakit pasian yang diajukan oleh keluarga pasien yang menjaga
pasien”.

Responden yang memberikan tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak
18 orang atau 31,03%. Menurut responden tanggapan ini diberikan karena
didasarkan dokter spesialismefakukan 'kunjungan. tidak tepat waktu, dimana

kunjungan yang dilakukan waktunya tidak tentu bisa pagi, siang ataupun malam.

Menurut tanggapan masyarakat, salah seorang pasien rawat inap tanggal
23 Maret 2016 .

“Dokterspesialis yang melakukan kunjungan kekamar rawat inap dan

melakukan pemeriksaan kepada pasien waktu kunjungannya tidak tentu,

hal ini_terkadang menghambat keluarga pasien untuk menanyakan

perkembangan pasien yang terkadang tiba-tiba memerlukan tindakan

secepatnya dari dokter”.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dari hasil penelitian dan
wawancara yang telah penulis lakukan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh

dokter spesialis pada RSUD Rokan Hulu sudah cukup baik, hanya saja jam

kunjungan yang dilakukan sering tidak tepat waktu.

e. Tempat Tidur Dengan Pengaman

Salah satu sarana dan prasarana yang ada di ruangan rawat inap adalah
tempat tidur, tempat tidur untuk pasien rawat inap harus dilengkapi dengan
pegangan tangan pada tempat tidur serta tempat tidur yang bida disetel naik turun

sehingga memudahkan kenyamanan pasien, selain itu setiap ruangan rawat inap
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yang memiliki tempat tidur harus dilengkapi dengan bed side cabinet. Untuk

melihat tanggapan responden tentang tempat tidur yang dilengkapi

pengaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Tan

No

1. | Kele
Tang
Tidur

2. | Terse
cabin

3. | Keny

Persent

Sumber : Hasi

Berdasar

tanggapan respond
diketahui bahwa untuk re a

sebanyak 20 orang atau 34,48%., peni

ntan

"N% s\'fm‘ IS

O 29

asl

L
-
»
3
F
.
0

yang dilengkapi dengan pengaman tangan.

dengan

an Pengaman

umlah

58

58

58

174

58

100 %

dilakukan tentang

ngan pengaman dapat
an tanggapan baik ditanggapi

n ini didasarkan atas adanya tempat tidur

Untuk tanggapan responden yang menyatakan tanggapan cukup baik

ditangapi sebanyak 26 orang atau 44,84% dari jumlah responden. Dari hasil

penelitian rata-rata penilaian responden diberikan karena didasarkan adanya

kelengkapan pegangan tangan pada tempat tidur.
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Menurut hasil wawancara dengan salah seorang petugas medis tanggal 24

Maret 2016 bahwa :

“Setiap tempat.tidur pada ruangan rawat inap memiliki tempat tidur
dimana tempat tidur tersebut memiliki.alat pengaman, pada pasien yang
masuk ruangan rawat inap petugas medis langsung memasang alat
pengaman tangan pada tempat tidur untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan pasien”

Responden yang memberikan tanggapan Kurang.baik ditanggapi sebanyak
12 orang atau 20,68%. Menurut responden tanggapan ini diberikan karena
didasarkan karena terkadang pasien melepaskan pengaman tangan pada tempat

tidur dengan alasan kurang nyaman dengan pemasangan alat pengaman tangan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dari hasil penelitian dan
wawancara yang telah penulis lakukan bahwa pemasangan alat pengaman tangan
di tempat tidur pada RSUD ,Rokan Hulu sudah cukup baik, karena semua tempat

tidur yang ada di ruangan rawat inap memiliki alat pengaman tangan.

f. Kamar Mandi Dengan Pengaman Pegangan tangan

Untuk menjaga keamanan pasien saat di kamar mandi adalah dengan
disediakannya pengaman pegangan_tangan, pegangan tangan ini dipasang di
kamar mandi agar pasien dapat mudah duduk dan berdiri saat berada di toilet
dengan memenagn pengaman pegangan tangan tersebut, untuk itu setiap kamar
mandi pada ruangan rawat inap harus dilengkapi sengan pengaman pegangan
tangan. Untuk melihat tanggapan responden tentang kamar mandi yang dilengkapi

dengan pengaman pegagan tangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.9 : Tanggapan responden Tentang Kamar Mandi Dengan Pengaman

Pegangan tangan

No Sub Indikator Tanggapan Responden Jumlah
Baik C urang
1. K 58
2 TTAS IS
tan S M
g\ﬁﬂe 2574 58
2. | Keb ar
58
3. | Juml di
pasie
174
; = 2 = 58
P 132 48, 100 %
Sumber : H L
R D
Berdas E Na% r ilakukan tentang

tanggapan resp tangan di kamar

mandi dapat diketa erikan tanggapan baik
ditanggapi sebanyak 18 b n ini didasarkan atas adanya

kamar mandi yang dilengkapi denga aman pegangan tangan.

Untuk tanggapan responden yang menyatakan tanggapan cukup baik
ditangapi sebanyak 28 orang atau 48,29% dari jumlah responden. Dari hasil
penelitian rata-rata penilaian responden diberikan karena didasarkan karena selain
kamar mandi dilengkapi dengan pengaman pegangan tangan, kamar mandi juga

terjaga kebersihannya karena setiap hari terdapat cleaning service.
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Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pasien tanggal 24 Maret

2016 bahwa :

“Kamar mandi ang ada di ruangan rawat.inap semuanya dilengkapi

12 orang ata 3¢ c S - erikan karena
didasarkan kar ah ka da hnya terutama pada

ruangan ra

RSUD Rokan Hulu adalah kualitas pelayanan. Disamping pelayanan yang
diberikan berkualitas bagus, pelayanan adalah hal yang sangat penting, dimana
pasien dapat merasa puas dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan
adanya berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta menuntut setiap

pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan pelayanannya.
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Untuk melihat tanggapan responden berdasarkan kepuasan pasien pada
RSUD Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan responden Tentang Kepuasan Pasien

Jumlah

@
=
<)
:ip

a
v
4

kemudahan informasi yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien.

Untuk tanggapan responden yang menyatakan tanggapan cukup baik
ditangapi sebanyak 29 orang atau 50,00% dari jumlah responden. Dari hasil
penelitian rata-rata penilaian responden diberikan karena didasarkan karena

kemudahan prosedur pelayanan yang dilalui oleh pasien.
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Menurut hasil wawancara dengan salah seorang petugas medis tanggal 24

Maret 2016 bahwa :

“Guna memenuhi harapan masyarakat yang. makin meningkat dalam
pelayanan . kesehatan... dibutuhkan _peningkatan.. terutama dibidang
infrastruktur dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut tentu mendesak
terjadinya perubahan bagi rumah sakit pemerintah agar dapat tetap
bertahan dan berkembang serta meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.”

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pasien tanggal 24 Maret

2016 bahwa:

“Adanya petugas medis yang memiliki kualitas dan kuantitas kerja dalam
menangani pasien sesuai kebutuhan pasien..dan tanpa mengabaikan
persoalan waktu dalam menangani pasien itu sendiri Serta tanggap akan
kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakan harapan semua
pasien yang menjalani rawat inap pemberian pelayanan prima kepada
pasien tentunya akan berdampak kepada kepuasan pasien terhadap
pelayanan yang diberikan™.

Responden yang memberikan tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak
13 orang atau 22,42%. Menurut responden tanggapan .ini diberikan karena
didasarkan karena masih kurangnya ketepatan waktu pelayanan yang diberikan

oleh pihak petugas medis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dari hasil penelitian dan
wawancara yang telah penulis lakukan bahwa kepuasan pasien pada RSUD Rokan
Hulu sudah cukup baik, karena pasien berpendapat bahwa sumber daya manusia
yang adadi RSUD Rokan Hulu sudah cukup cakap dalam memberikan pelayanan

kepada pasien.
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan berikut penulis sajikan tabel

rekapitulasi hasil penelitian :

. Tabel V.11 : Rekapitulasi Tanggapan responden

No

Kepuasan pasien

Jumlah 91 406
Rata-rata 18 27 13 58
Persentase 31,03% | 46,55% | 22,42% 100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2016

entang Kualitas Pelayanan

Dari tabel rekapitulasi hasil penelitian tentang standar pelayanan minimal

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa
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sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik yakni sebanyak 27
orang atau 46,55%, sedangkan tanggapan baik ditanggapi sebanyak 18 orang atau

31,03% dan tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 13 orang atau 22,42%.
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hambatan yz - : g SUD Rokan Hulu

kepada masya

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dirasakan lambat.

a-h. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang maksimal

khususnya sarana dan prasarana ruang tunggu bagi masyarakat yang

sedang menunggu pasien rawat inap



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

24

b.c. Masih terbatasnya jumlah kamar mandi untuk ruangan rawat inap Kelas

Il pada RSUD Rokan Hulu sehingga untuk pasien kelas Il harus

bergiliran menggunakan kamar mandi.

Rumah Sakit Umum

SElnnntty

Y,
%”'

R “e’
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KESIMPULAN DAN SARAN

enai standar pelayanan

1. Dari tab

\%;\Yé\

Sakit U
adalah
responde

merata se

2. Hambatan

%\%\\E\?)

N
s <5

I11 Ruang Rawat inap.

B. Saran-Saran

1. Pegawai pada RSUD Rokan Hulu hendaknya dilibatkan dalam mengikuti
pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan

kerterampilan agar melaksanakan pekerjaan yang lebih maksimal.
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Perlunya pimpinan memberikan motivasi bagi petugas di RSUD Rokan
Hulu agar petugas dapat meningkatkan hasil pelaksanana pekerjaan

khususnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih

maksimal
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